
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 24
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN

PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN FASILITAS KESEHATAN

RUJUKAN TINGKAT LANJUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir seluruh biaya pelayanan
persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, perlu
mengubah Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana
Jaminan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan   Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);



4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor  58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2109);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14
Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 164);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan
Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjut (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 24 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN
PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 24 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 10 dihapus.

2. Lampiran I dihapus.

3. Lampiran II dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-1-2018
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di  Banjarnegara
pada tanggal 4-1-2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Cap Ttd,
SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 2

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008


